PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib
Peraturan Badan Pusat Statistik di lingkungan Badan Pusat
Statistik, diperlukan pengaturan mengenai tata cara
pembentukan Peraturan Badan Pusat Statistik bagi seluruh
unit pemrakarsa di lingkungan Badan Pusat Statistik;
bahwa Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 42
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat
Statistik, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pusat Statistik tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Badan Pusat Statistik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 139);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014



Menetapkan
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tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1585);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS
adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan
statistik.

Peraturan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut
Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan
yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan
atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
berdasarkan kewenangan.

Program Penyusunan Peraturan Badan yang selanjutnya
disebut Progsun Peraturan Badan adalah alat atau
instrumen yang digunakan dalam merencanakan
pembentukan Peraturan bdan yang disusun secara
sistematis.

Naskah Urgensi adalah naskah hasil analisis dan
pengkajian hukum atau hasil penelitian lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menggambarkan
urgensi dari pembentukan Peraturan Badan.

Pemrakarsa adalah Pejabat Tinggi Madya atau Pejabat
Tinggi Pratama di lingkungan BPS yang mengajukan usul
penyusunan rancangan Peraturan Badan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pusat
Statistik yang selanjutnya disingkat JDIH BPS adalah
wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum
pada BPS secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,
serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Kepala Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut
Kepala Badan adalah Kepala Badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Statistik.
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Biro adalah unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya
melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 2
Perencanaan pembentukan Peraturan Badan dilakukan
dalam Progsun Peraturan Badan.
Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setiap tahun dan merupakan skala
prioritas program pembentukan Peraturan Badan.
Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3
Kepala Badan melalui Sekretaris Utama mengoordinasikan
penyusunan Progsun Peraturan Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Pemrakarsa  menyampaikan  usulan  pembentukan
Peraturan Badan kepada Sekretaris Utama dalam progsun
Peraturan Badan.
Usulan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai Naskah Urgensi yang berisi:
a. pendahuluan;
b. kajian teoritis dan praktik empiris;
c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan
terkait;
d. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi
muatan;
f. penutup; dan
g. daftar pustaka.
Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4
Sekretaris Utama menyelenggarakan rapat koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
untuk menyusun daftar Peraturan Badan yang masuk
Progsun Peraturan Badan berdasarkan usulan dari
Pemrakarsa dan hasil evaluasi Peraturan Badan.
Sekretaris Utama menyampaikan usulan daftar rancangan
Peraturan Badan hasil rapat koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk
mendapatkan persetujuan dan penetapan.
Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Kepala Badan
ditetapkan menjadi Progsun Peraturan Badan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.



Pasal 5

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan
usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar
Progsun Peraturan Badan.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. adanya kebutuhan nasional yang mendesak;

b. adanya perintah peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi; dan/atau

c. adanya kebutuhan mendesak untuk menjalankan tugas
dan fungsi BPS.

(3) Usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar
Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris
Utama dengan disertai Naskah Urgensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(4) Kepala Badan dapat menyetujui usulan penyusunan
rancangan Peraturan Badan di luar Progsun yang
disampaikan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

BAB III
PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan

Pasal 6
Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilaksanakan
berdasarkan Progsun Peraturan Badan atau berdasarkan
usulan di luar Progsun Peraturan Badan.

Pasal 7
(1) Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilakukan oleh
Pemrakarsa.
(2) Dalam  penyusunan rancangan Peraturan Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat
melibatkan unit kerja lain dan Biro.

Pasal 8
Dalam rangka perencanaan dan penyusunan Peraturan Badan,
BPS dapat menerima masukan secara lisan dan/atau tertulis
sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
(1) Rancangan Peraturan Badan yang telah disusun oleh
Pemrakarsa disampaikan kepada Biro melalui Sekretaris
Utama untuk dilakukan penyempurnaan.
(2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk:
a. penyelarasan rancangan Peraturan Badan dengan:
1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
dan
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2. teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan.
b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang

diatur dalam rancangan Peraturan Badan.

(3) Dalam melakukan penyempurnaan, Biro dapat melibatkan:

Pemrakarsa;

unit kerja lain yang terkait;

kementerian/lembaga yang terkait;

ahli hukum;

praktisi; dan/atau

akademisi.

;O Q0 o

Bagian Kedua
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Badan yang telah dilakukan
penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan Peraturan Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Rancangan Peraturan Badan yang telah dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diproses dan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

(1) Sekretaris Utama menyampaikan naskah rancangan
Peraturan Badan yang telah diharmonisasikan kepada
Pemrakarsa untuk diparaf sebelum ditetapkan oleh Kepala
Badan.

(2) Naskah rancangan Peraturan Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap
dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap naskah untuk dibubuhi paraf
persetujuan oleh Pemrakarsa, pada setiap lembar
naskah rancangan Peraturan Badan; dan

b. 2 (dua) rangkap naskah tanpa dibubuhi paraf
persetujuan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN BADAN

Pasal 13
(1) Rancangan Peraturan Badan yang telah dibubuhi paraf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
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disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan.

Penyampaian Rancangan Peraturan Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal paraf persetujuan
dinyatakan lengkap.

Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan dengan
membubuhkan tanda tangan.

Pasal 14

Peraturan Badan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15
Peraturan Badan yang telah diundangkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia dibuatkan Salinan sesuai
aslinya oleh Biro.
Salinan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disebarluaskan dengan cara:
a. daring; dan
b. luring.
Penyebarluasan secara daring sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, dilakukan melalui situs JDIH BPS atau
media elektronik lainnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16
Biro melakukan monitoring terhadap penyusunan
Peraturan Badan pada tahun berjalan untuk mengetahui
adanya hambatan atau kendala dalam pembentukan
Peraturan Badan dan untuk mendapatkan solusinya.
Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Biro melaksanakan evaluasi terhadap
penyusunan Peraturan Badan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
digunakan untuk meningkatkan kualitas pembentukan
Peraturan Badan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat
Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

PLT. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

EI
AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

<@#KUMHAMPA§TI

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR g59
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

SISTEMATIKA PENULISAN NASKAH URGENSI RANCANGAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan dan Manfaat

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoritis
B. Praktik Empiris

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan

C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang ada

BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran

BAB VII DAFTAR PUSTAKA

PLT. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
ttd

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI
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